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MOTTO 

 

 

Progress is created when we get out of the comfort zone 

 

 

Kemajuan tercipta ketika kita keluar dari zona nyaman 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal 

dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan 

kaidah berikut:
1
 

A. Konsonan 

 dl = ض tidakdilambangkan = ا

 th = ط b = ب

 dh = ظ t = ت

 (komamenghadapkeatas) „ = ع ts = ث

 gh = غ j = ج

 f = ف h = ح

 q = ق kh = خ

 k = ك d = د

 l = ل dz = ذ

 m = م r = ر

 n = ن z = ز

 w = و s = س

                                                           
1
 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, 

Pedoman penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015),  73-76 
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 h = ه sy = ش

 y = ي sh = ص

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 

tanda koma („) untuk mengganti lambang “ع”. 

B. Vocal, Panjang dan Diftong 

Vokal   fathah  ditulis   dengan  “a”,   kasrah  dengan  “i”,  dlommah 

dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara 

berikut: 

Vokal (a) panjang = â, misalnya  menjadi qâla Vokal (i) panjang = î, 

misalnya قيل    menjadi qîla Vokal (u) panjang = û, misalny  menjadi dûna. Khusus 

untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“î” melainkan tetap ditulis 

dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara 

diftong, wawu dan ya‟ setelah  fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh 

berikut: 

Diftong (aw) = misalnya   menjadi qawlun Diftong (ay) =    

misalnya menjadi khayrun 
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C. Ta’Marbûthah 

Ta‟Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan”ṯ”jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan  menggunakan “h” misalnya  اةلسلراةسردللن menjadi al- 

risalah al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. 

D. Kata Sandang dan lafdhal-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecualiterletak 

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

E. Nama dan Kata ArabTerindonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 

perlu ditulis dengan menggunakan sistemtransliterasi.  
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ABSTRAK 

Ayu Atika Rahmi, 14220096, 2018. Pengaturan E-Toll Pasca Berlakunya 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 

16/Pupr/M/2017 Perspektif Hukum Positif Dan Maslahah. Skripsi, Jurusan 

Hukum Bisnis Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. 

 

Kata Kunci : Maslahah, Pengaturan E-Toll, Peraturan Menteri PUPR No. 

16/Pupr/M/2017 

 

Aturan berupa penerapan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol 

memunculkan pro kontra, dimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai 

di Jalan Tol dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai pengaturan e-

toll di jalan tol pasca berlakunya Peraturan Menteri PUPR No. 

16/Pupr/M/2017ditinjau dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Mata Uang serta Teori Maslahah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 

pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum. Bahan hukum yang 

digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum 

sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus 

hukum dan artikel dalam format elektronik. Seluruh bahan hukum tersebut 

dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif dan evaluasi. 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini pertama, E-toll maupun 

uang elektronik tidak melanggar Undang-Undang Mata Uang, karena transaksi yang 

dilakukan tetap menggunakan mata uang rupiah, hanya dalam bentuk uang 

elektronik. Sedangkan pihak konsumen pengguna jalan tol tetap memiliki hak untuk 

memilih. Apabila para konsumen tidak ingin menggunakane-toll, maka konsumen 

dapat menggunakan jalur umum lainnya yang transaksinya tidak menggunakan uang 

elektronik. Kedua, Pelaksanaan e-toll di jalan tol masuk ke dalam kategori maslahah 

al-Tahsiniyah dikarenakan e-toll dapat mempermudah dan mempercepat para pelaku 

usaha maupun konsumen dalam bertransaksi di jalan tol.  
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ABSTRACT 

Ayu Atika Rahmi, 14220096, 2018. E-Toll Regulation After The Enactment of 

Regulation of The Minister of Public Works and Public Housing. Number 16 / 

Pupr / M / 2017 Perspective Positive Law and Maslahah. Thesis, Departement of 

Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. 

 

Keywords : E-Toll Regulation, Maslahah, Regulation of The Minister PUPR Number 

16 / Pupr / M / 2017 

 

 Regulation of non-cash application of 100% toll gate transactions resulted 

in counter pros, where the Regulation of the Minister of Public Works and Public 

Housing (PUPR) Number 16 / PUPR / M / 2017 about Non-Cash Transactions on 

Toll Roads is considered inconsistent with the higher regulations 

 This study aims to examine the problems regarding the regulation of e-toll 

on toll roads following the enactment of Minister of PUPR Regulation no. 16 / Pupr / 

M / 2017 in terms of the Consumer Protection Act, Currency Act and Maslahah 

Theory.  

 The type of this research is normative legal research that uses the approach 

of law and analysis of legal concepts. The legal materials used are primary legal 

materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of related 

literature, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles in 

electronic format. All legal materials are collected and analyzed by describing and 

evaluating 

 The conclusions obtained from the results of this study comprised of two 

kinds: firstly, E-toll and electronic money does not violate the Currency Act, because 

the transactions conducted still use the rupiah currency, only in the form of electronic 

money. Meanwhile, the consumers of the toll road user still have the right to choose. 

If consumers do not want to use e-toll, they can use other public channels whose 

transactions do not use electronic money. Secondly, the implementation of e-toll on 

toll is categorized as maslahah al-Tahsiniyah because e-toll can simplify and 

accelerate business actors and consumers in transactions on toll roads. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang pesat selama beberapa tahun terakhir 

memberikan perubahan bagi segala pola kehidupan serta perilaku masyarakat. 

Masyarakat saat ini, dalam hal apapun selalu menginginkan kecepatan, ketepatan 

dan efisiensi. Termasuk tuntutan terhadap sebuah sistem pembayaran secara 

langsung maupun instan. Namun, akan menjadi sebuah problematika ketika hal 

tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.  

Pada dasarnya, dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan bahwa Allah 

menghalalkan bagi segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu 

yang buruk: 
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“(Ia) yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma‟ruf dan melarang 

mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi segala sesuatu 

yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk”
2
 

Oleh karena itu sistem pembayaran yang berkembang di Indonesia 

sekiranya selalu mengikuti perkembangan teknologi, tetaplah tujuannya adalah 

mencapai efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah untuk memperoleh 

kemanfaatan berupa kecepatan dan ketepatannya. 

Perkembangan sistem pembayaran ini terjadi salah satu penyebabnya 

didorong oleh semakin besarnya volume transaksi yang dilakukan oleh 

masyarakat, peningkatan resiko, kompleksitas transaksi, dan perkembangan 

teknologi itu sendiri. Sistem pembayaran tunai ini berkembang dari commodity 

money sampai fiat money. Sedangkan sistem pembayaran non tunai berkembang 

dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, nota debet dan sebagainya) sampai 

kepada yang berbasis elektronik (kartu elektronik maupun electronic money). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia
3
, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat 

pembayaran atau transaksi.  Penetapan penggunaan alat pembayaran ini 

dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat 

memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya. 

                                                           
2
 QS. Al-A‟raf  (7): 157 

3
 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3843 
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Merespon sistem perkembangan sistem pembayaran yang semakin pesat, 

Bank Indonesia memiliki sebuah program berupa Gerakan Nasional Non Tunai 

(GNNT) yang mempunyai tujuan untuk mendorong masyarakat agar mengurangi 

transaksi menggunakan uang tunai (less cash society).
4
 Program ini mulai 

digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai 

pada transaksi di gerbang tol dengan harapan dapat mengurangi beban 

penggunaan uang tunai serta demi meningkatkan efisiensi perekonomian dalam 

masyarakat. Namun, selain membentuk program tersebut, Bank Indonesia juga 

harus memperhatikan bahwa Bank Indonesia juga memiliki kewajiban untuk 

memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh 

masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien dan handal. 

PT. Jasa Marga (Persero) mengklaim bahwa penggunaan e-toll pada 

transaksi di jalan tol dapat mengurangi kemacetan. Namun pada faktanya, tidak 

semua masyarakat dapat berfikir demikian. Beberapa masyarakat justru menolak 

diberlakukannya e-toll secara penuh dikarenakan program ini tidak memberikan 

dampak yang signifikan untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Hal tersebut 

ditinjau dari keluhan pengguna jalan tol yang masuk dan menjadi konsumen 

pengguna jalan tol serta kultur masyarakat Indonesia yang belum akrab dengan 

transaksi elektronik.
5
 

                                                           
4
http://www.gerakannasionalnontunai.com/, diakses tanggal 10 November 2017  

5
 Harwanto Bimo, Pro Kontra Kewajiban pembayaran Tol gunakan e-Money, www.merdeka.com, 

diakses tanggal 10 November 2017 

http://www.gerakannasionalnontunai.com/
http://www.merdeka.com/
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Bank Indonesia bersama perbankan serta pemerintah mendorong 

masyarakat untuk mulai beralih menggunakan uang elektronik pada transaksi non 

tunai. Dengan adanya e-toll konsumen tidak perlu repot untuk mencari uang, 

karea para konsumen cukup dengan menempelkan kartu pada tempat yang 

disediakan, kendaraan dapat melaju melewati gerbang tol. Hanya membutuhkan 

waktu kurang dari 3 detik untuk transaksi di gerbang tol. 

Pada dasarnya, pengguna jalan tol sebagai konsumen pengguna jasa 

memiliki hak untuk memilih, dilihat dari beberapa hak dari para konsumen yang 

diantaranya adalah hak untuk memilih. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6
. Selain 

itu, pemberlakuan e-toll pasca adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PUPR/M/2017 tentang Transaksi Non 

Tunai di Jalan Tol juga akan menghilangkan semua pembayaran tunai di gerbang 

tol. Perlu terdapat sebuah kajian mendalam agar masyarakat dapat memahami 

maksud tujuan dari pemberlakuan e-toll, sehingga masyarakat pun dapat menilai 

apakah pemberlakuan ini menghilangkan hak masyarakat untuk memilih 

membayar tunai/non tunai atau tidak. 

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan 

diskriminasi bagi konsumen. Oleh karena itu perlu kiranya kebijakan tersebut 

dianalisis apakah melanggar hak konsumen atau tidak. Apabila melanggar hak 

                                                           
6
 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3821 
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konsumen dan undang-undang mata uang, dimana uang kertas masihlah menjadi 

alat mata uang yang sah sejauh ini, maka baru patut untuk diduga sebagai tindak 

pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU No. 7 

Tahun 2011 Tentang Mata Uang
7
. 

Karena ketika konsumen tidak diberi pilihan untuk melakukan 

pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan uang logam, maka artinya 

terdapat penolakan terhadap uang Rupiah. Pasalnya, uang Rupiah yang 

dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang 

adalah uang kertas dan uang logam. Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas 

bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang 

penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggarannya diancam 

pidana paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000. 

Kebijakan BI tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen berupa: 

1. Konsumen sudah dipaksa untuk tidak bayar tunai. 

2. Uang elektronik mengendap di bank. 

3. Uang elektronik tidak memperoleh bunga. 

4. Uang elektronik tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. 

5. Jika kartu hilang, uang yang tersisa pada kartu akan hilang. 

6. Konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan disentif dalam 

pelaksanaan program cashless society. 

                                                           
7
 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5223 



6 
 

 

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI), Tulus Abadi, mengemukakan pendapatnya mengenai e-toll ini. Beliau 

bahkan pesimistis bahwa pemakaian uang elektronik mampu menghapus 

kemacetan di gerbang tol. Dengan alasan karena tidak ada perbedaan waktu 

transaksi yang signifikan saat memakai uang tunai atau kartu elektronik, 

Sedangkan pakar perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, juga 

mengeluhkan soal penggunaan e-toll ini. Karena di wilayah perkotaan 

masyarakat cenderung bisa mengaplikasikan uang elektronik lantaran 

infrastruktur pendukungnya relatif lengkap sedangkan di luar Jawa sepertinya 

masih butuh waktu.
8
 

Sejatinya masyarakat juga berhak untuk memilih apakah menggunakan 

pembayaran nontunai atau pembayaran secara tunai. menghilangkan pembayaran 

tunai dinilai melanggar pasal 4 poin b Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Pada pasal tersebut dijelaskan, jika konsumen memiliki 

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi 

yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-

haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. 

                                                           
8
-, Hari ini e-toll berlaku serentak 5 kelemahannya, https://bisnis.tempo.com, diakses tanggal 10 

November 2017 
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Dengan dikeluarkannya produk perbankan e-toll Card ini, pemerintah 

mengharapkan agar kendala serta permasalahan yang timbul saat melakukan 

transaksi pembayaran tol dapat terselesaikan dengan baik. Namun, 

permasalahannya tidak dapat terselesaikan begitu saja. Card tersebut memang 

bisa dijadikan sebagai salah satu solusi yang sangat baik. Tetapi alangkah 

baiknya apabila kita menganalisis produk tersebut dari segi yuridis perundang-

undangan di Indonesia dan teori maslahah. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat isu 

hukum yang muncul yakni inkonsistensi hukum (inconsistention of norm). 

Dimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol tidak sejalan 

dengan peraturan yang lebih tinggi terkait hak memilih para konsumen dan 

penolakan terhadap uang tunai. 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, 

agar nantinya mengarah kepada pokok penelitian dan tidak terlalu melebar ke 

pembahasan lainnya. Diantaranya: 

1. Pengaturan e-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di 

Jalan Tol Setelah Diterapkannya Transaksi 100% Non Tunai. 
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2. Pengaturan e-Toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di 

Jalan Tol dilihat dari Perspektif Undnag-Undang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Mata Uang serta Perspektif Maslahah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana Pengaturan E-toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 Ditinjau dari Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang? 

2. Bagaimana Pengaturan E-toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 Ditinjau dari Teori 

Maslahah? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pengaturan e-toll di jalan tol pasca 

berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 

16/Pupr/M/2017 ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
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Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang 

Mata Uang. 

2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pengaturan e-toll di jalan tol pasca 

berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 

16/Pupr/M/2017 ditinjau dari teori maslahah. 

E. Manfaat Penelitian  

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu:  

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari:  

a. Analisis ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai 

hukum perlindungan konsumen. 

b. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam 

dunia kepustakaan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara permohonan keberatan hak uji materiil. 

2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

perlu dikembangkannya penelitian mengenai hukum diwajibkannya 

transaksi non tunai di jalan tol; dan 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan hak-hak masyarakat 

konsumen di Indonesia 
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F. Definisis Konseptual 

Untuk menghindari kerancuan pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan 

dalam definisi konseptual berikut ini: 

1. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 

dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
9
 

2. Transaksi Tol Non Tunai adalah kegiatan pengumpulan atau pembayaran 

tariff tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai yakni berupa 

uang elektronik.
10

 

3. Uang elekronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar 

nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
11

 

4. Maslahah adalah adalah menarik dan mewujudkan kemanfaatan atau 

menyingkirkan dan menghindari kemudharatan (jalb manfa„ah atau daf„ 

madarrah). 

G. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 

                                                           
9
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 

10
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 

11
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 16/Pupr/M/2017 
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berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 

tertentu.
12

 Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian utama yang digunakan adalah penelitian Yuridis 

Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
13

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Undang-Undang (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang berkaitan. Konseptual (conceptual approach) yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalam ilmu hukum.
14

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum adalah subjek dari mana data diperoleh, adapun 

sumber bahan hukum penelitian ini, yaitu: 

a) Sumber Bahan Hukum Primer 

Bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 16/PUPR/M/2017 Tentang Transaksi Non Tunai di 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42 
13

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007),  295 
14

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 133 dan 135.  
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Jalan Tol, Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder adalah data-data yang umumnya 

mendukung sumber data primer. Dalam hal ini data tersebut adalah terdiri 

dari buku yang ditulis oleh beberapa tokoh hukum di bidangnya, jurnal 

hukum, pendapat para ahli maupun sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil 

yang berkaitan dengan topik penelitian. 

c) Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan hukum tersier adalah data-data pelengkap selain data-

data primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti 

kamus, internet dan lain-lain. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang akan penulis 

lakukan adalah dengan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum 

yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. 

Selain 2 cara tersebut, peneliti juga bermaksud untuk mengumpulkan 

bahan mengenai hal-hal atau variable-variabel berupa catatan, transkrip, 

internet, surat kabar, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 
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5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum 

ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pokir atau logika 

deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus 

individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.  

Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang 

dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, 

dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, 

artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data 

lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.  

H. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, 

penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang e-toll. Adapun 

penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut: 

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Meknisme Pelaksanaan Produk 

Perbankan E-toll Card Bank Mandiri” oleh Aprianiza Humaerah, 2015, 

Universitas Indonesia.
15

 Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan 

produk perbankan berupa E-toll sebagai alat transaksi pembayaran. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif dimana bertujuan agar 

                                                           
15

 Aprianiza Humaerah, Analisis Yuridis Meknisme Pelaksanaan Produk Perbankan E-toll Card Bank 

Mandiri, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2015) 
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pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan secara sistematis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang 

diguanakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada 

di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain 

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

data yang kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.  

Meskipun terdapat kesamaan dalam metode penelitian dan objek 

penelitian, namun tetap terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah jika penelitian 

ini melakukan analisis yuridis tantang Mekanisme e-toll di perbankan maka 

penulis melakukan analisis yuridis peraturam menteri yang mewajibkan 

penggunaan e-toll di jalan Tol. 

Skipsi yang berjudul, “Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan E-toll 

Sebagai Transaksi Pembayaran” oleh Desita Rahma Diyanti, 2018, Universitas 

Airlangga.
16

 Penelitian ini menggambarkan tentang urgensi dari penggunaan 

produk e-toll sebagai transaksi pembayaran, perlidungan hukum bagi pemegang 

kartu tersebut baik secara preventif yang dapat dilakukan dengan cara pengaduan 

maupun represif atau melalui jalur pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif.  

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, apabila 

penelitian ini melihat e-toll dari segi urgensi penggunaannya sebagai alat 

                                                           
16

 Desita Rahma Diyanti, Urgensi Penggunaan Uang Elektronik dan E-toll Sebagai Transaksi 

Pembayaran, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2018) 
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pembayaran sedangkan penulis melihat dari segi yuridis ditinjau dari Undang-

Undang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Mata Uang. 

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang 

Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money”, oleh Ni Nyoman Anita 

Candrawati, 2013, Universitas Udayana Denpasar.
17

 Penelitian ini 

menggambarkan tentang perlindungan hukum bagi para pemegang uang 

elektronik atau non tunai. Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah 

bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang electronic money dalam 

melakukan transaksi secara elektronik dan bagaimanakah tanggung jawab pada 

penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik terhadap kerugian yang 

dialami oleh pemegang electronic money, karena penyelenggaraan pembayaran 

menggunakan electronic money tidak hanya memberikan keuntungan bagi 

pemegang electronic money, namun terdapat pula risiko dalam layanan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif 

dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis hanya persamaannya 

terletak pada jenis penelitian dan objek pada uang elektronik atau non tunai 

sedangkan perbedaannya pada sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, 

penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap 

konsumen  atau pemegang uang elektronik atau non tunai sedangkan peneliti 

                                                           
17

 Ni Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam 

Melakukan Transaksi E-Money,(Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 

2013) 
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lebih mengkaji tentang analisis yuridis produk non tunai e-toll ditinjau dari 

undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang mata uang. 

Adapun letak kesamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel1 :  

Pebandingan Penelitian-penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan 

No Nama / Judul Institusi Jenis 

penelitian 

Persamaan  Perbedaan 

1 Aprianiza 

Humaerah, 

Analisis 

Yuridis 

Meknisme 

Pelaksanaan 

Produk 

Perbankan E-

toll Card 

Bank Mandiri 

Universitas 

Indonesia 

Yuridis 

Normatif  

1. Pembahasan 

di bidang E-

toll 

2. Jenis 

penelitian 

Penelitian ini 

lebih kepada 

mekanisme E-toll 

di perbankan, 

sedangkan penulis 

lebih kepada 

peraturan yang 

mewajibkan E-

toll 

2 Desita 

Rahma 

Diyanti, 

Urgensi 

Penggunaan 

Uang 

Elektronik 

dan E-toll 

Sebagai 

Transaksi 

Pembayaran 

Universitas 

Airlangga 

Normatif 1. Jenis 

penelitian, 

Pembahasan 

di bidang 

Uang 

Elektronik 

dan E-toll 

2.  

Penelitian ini 

melihat e-toll dari 

segi urgensi 

penggunaannya 

sebagai alat 

pembayaran 

sedangkan penulis 

melihat dari segi 

yuridis ditinjau 

dari undang-

undang 

Perlindungan 

konsumen dan 

Undang-Undang 

Mata Uang 

3 Ni Nyoman 

Anita 

Candrawati, 

Universitas 

Udayana 

Pascasarjan

Penelitian 

Normatif 

(Penelitian 

1. Pembahas

an di 

bidang 

1. Sudut pandang 

yang berbeda 

pada pengkajian, 
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Perlindungan 

Hukum Bagi 

Pemegang 

Uang 

Elektronik 

Dalam 

Melakukan 

Transaksi E-

Money 

a Denpasar Kepustaka

an) 

pembayar

an non 

tunai  

2. Jenis 

Penelitian 

3.  

penelitian ini 

lebih menitik 

beratkan pada 

perlindungan 

hukum terhadap 

konsumen atau 

pemegang uang 

elektronik atau 

non tunai 

sedangkan 

peneliti lebih 

mengkaji tentang 

analisis yuridis 

produk non tunai  

E-toll ditinjau 

dari undang-

undang 

perlindungan 

konsumen dan 

undang-undang 

mata uang. 

2.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Dengan maksud agar dalam penyusunan proposal skripsi nanti lebih 

sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika 

pembahasan gambaran umum penulisan penelitian nantinya. Hasil penelitian ini 

terdiri dari 4 bab, dimana sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I :   Pendahuluan  

Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang lapangan 

dan yang akan diteliti. Rumusan masalah yang merupakan inti dari 
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dilaksanakannya penelitian tersebut, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik 

secara teoritis maupun secara praktis dan metode penelitian yang 

dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan 

penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Diantaranya meliputi: jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan 

bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka  

Dalam bab ini membahas landasan teori. Selanjutnya menguraikan 

kerangka penelitian dan teori sebelumnya atas dasar teoritis. Tinjauan 

pustaka melandasi analisis transaksi non tunai di jalan tol. Serta teori-

teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis. 

Kerangka teoritis atau teori pondasi  mengandung teori atau penjelasan, 

yang akan menjadi alat analisis penelitian. 

Bab III : Pembahasan   

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. 

Pengambilan hasil analisis bahan hukum peraturan perundang-undangan 

dengan kajian kepustakaan. 

Bab IV : Kesimpulan  
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Dalam bab ini membahas dan menguraikan kesimpulan yang diambil 

dari keseluruhan deskripsi yang terkandung dalam penelitian ini dan 

juga berisi saran-saran.  

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran berisi beberapa bahan hukum sebagai 

tambahan informasi dan bukti keabsahan bahan hukum bahwa peneliti benar-

benar telah melakukan penelitian tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Alat Transaksi dan Uang Elektronik 

1. Pengertian dan Fungsi Alat Transaksi 

Uang merupakan suatu benda yang digunakan sebagai alat 

transaksi atau pembayaran, yakni dengan cara menukarkannya dengan 

benda lain, selain itu dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat 

disimpan serta digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan 

datang. Pada dasarnya, uang merupakan suatu benda yang dapat berfungsi 

seperti berikut:
18

 

 

                                                           
18

Solikin dan Suseno, Uang Pengertian, Penciptaan & Peranannya Dalam Perekonomian, Seri 

Kebanksentralan Vol. 1, (Jakarta: Pusat Pendidikan & Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 

2002), 2-3. 
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a. Alat Tukar (Medium of Exchange) 

Sebelum adanya uang, kondisi pertukaran yang dilakukan 

dengan barter atau pertukaran barang dengan barang pada 

perkembangan perekonomian modern dinilai terlalu kaku dan sulit 

dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung 

menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada 

orang lain yang menghasilkan barang tersebut. 

b. Alat Penyimpan Nilai (Store of Value) 

Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar 

mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-

barang berharga untuk digunakan di masa yang akan datang. Barang-

barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan 

benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan 

beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan 

salah satu pilihan untuk menyimpan nilai dari kekayaan. 

c. Satuan Hitung (Unit of Account) 

Uang digunakan sebagai satuan hitung dalam melakukan 

penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, tukar menukar 

dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. 

d. Ukuran Pembayaran yang Tertunda (Standard for Deffered Payment)  
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Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam meminjam. 

Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah 

pembayaran pinjaman tersebut. 

2. Jenis-jenis Transaksi  

Dua jenis transaksi dalam dunia perekonomian yaitu transaksi 

tunai dan non tunai. Perbedaan dari dua jenis transaksi tersebut terletak 

pada alat/instrument yang digunakan. Transaksi Tunai merupakan 

transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal (uang 

kertas dan logam). 

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai hak tunggal 

untuk mengeluarkan uang kartal yang memfasilitasi transaksi tunai 

masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan tunggalnya di bidang 

transaksi tunai, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah 

dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi dimaksud adalah 

memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal 

yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi 

yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan 

dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan.  

Perkembangan teknologi sejalan dengan pola hidup masyarakat 

mempengaruhi perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan 

teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran 

melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih 
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ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan 

menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan 

dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (electronic 

payment). Pembayaran elektronis ini merupakan pembayaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.
19

 

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem 

perbankan. Perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi 

teknologi baru dalam sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik 

kehadiran sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat memberikan 

kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas 

sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.  

Sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat membawa 

dampak positif antara lain dengan beralihnya masyarakat kepada transaksi 

non tunai, dapat mengefisiensi biaya untuk kebutuhan pencetakan uang 

tunai dan seiring dengan kemudahan bertransaksi maka peningkatan 

perekonomian melalui velocity of money akan terjadi.  

Pada perkembangannya, sistem pembayaran non tunai muncul 

dikarenakan uang tunai berupa kertas dan logam seringkali menimbulkan 

permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk 

                                                           
19

 _____, “Monetary and Economic Studies”, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of 

Japan, 18 (2000) 
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transaksi dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan selain adanya kesulitan 

membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan 

timbul misalnya perampokan.  

Hal tersebut sehingga memunculkan sistem pembayaran non 

tunai. Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan 

produk pembayaran elektronis berupa uang elektronik (electronic 

money/e-money). Karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran 

elektronis lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses 

pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait 

langsung dengan rekening nasabah di bank.  

3. Uang Elektronik  

Uang elektronik merupakan pengganti uang tunai, serta 

merupakan produk stored value dimana sejumlah nilai uang (monetary 

value) terekam dalam alat pembayaran (berupa kartu) yang digunakan 

oleh pemegang kartu. Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic 

Money) Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran 

yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit; 



25 
 

 

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau 

chip; 

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan  

d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai perbankan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, uang elektronik memiliki unsur 

nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media 

seperti server atau chip.  

Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/Debit) 

serta uang elektronik diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan Bank 

Indonesia (PBI), sebagai berikut : 

1. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu  

2. PBI Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu 

3. PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 

7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 

Menggunakan Kartu 
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4. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB) 

5. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu 

6. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic 

Money) 

7. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 

11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 

Menggunakan Kartu 

Pada mulanya, Bank Indonesia menggolongkan Kartu Kredit, 

Kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar (Uang Elektronik) dalam 

satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Namun sejak 

pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan 

dimana kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM digolongkan sebagai alat 

pembayaran menggunakan kartu, sedangkan kartu prabayar digolongkan 

sebagai uang elektronik. 

B. Tinjauan Umum E-toll 

1. Pengertian dan Fungsi E-toll 

E-toll merupakan sebuah kartu elektronik yang digunakan untuk 

membayar biaya masuk jalan tol di sebagian daerah di Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_tol
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


27 
 

 

Penerapan penggunaan e-toll ini, berfungsi untuk dapat mengurangi biaya 

operasional karena hanya diperlukan biaya untuk mengumpulkan, 

menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Hal ini menjadi 

langkah awal dalam modernisasi pengumpulan uang serta dimaksudkan 

untuk mengurangi terjadinya pelanggaran (moral hazard).
20

 

2. Mekanisme E-toll 

E-toll menggunakan sistem yang disebut RFID (Radio Frequency 

Identification) memungkinkan transaksi dapat dilakukan jarak jauh. Kartu 

ini dapat dipindahkan, saldo terdapat di kartu, dapat diisi ulang, memiliki 

saldo maksimal Rp. 1 juta dan saldo minimal Rp. 10 ribu. Kartu ini juga 

dapat digunakan untuk transaksi di luar merchant tol (Indomaret, SPBU, 

beberapa mechant F&B, dsb). 

Nasabah atau konsumen e-toll dapat melakukan transaksi isi ulang 

(top up) e-toll Card di EDC mandiri prabayar, e-Banking atau secara tunai 

di Cabang Bank Mandiri dan seluruh outlet Indomaret. Khusus untuk 

transaksi isi ulang (top up) melalui mandiri e-Banking, Pemegang Kartu 

harus melakukan proses Update Saldo di EDC mandiri prabayar, kecuali 

di ATM Non-Tunai yang telah dilengkapi reader dapat langsung meng-

update saldo kartu (isi kartu langsung bertambah).
21

  

                                                           
20

https://id.wikipedia.org/wiki/E-toll, diakses tanggal 10 November 2017 
21

http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp, diakses tanggal 10 November 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/E-Toll
http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-etoll-card.asp
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Melalui katru e-toll ini, para pengguna jalan tol sudah tidak perlu 

repot membayar dengan uang tunai seperti yang biasa dilakukan, 

melainkan dengan menggunakan sistem Touch&Pass dan Hi-Pass. 

Pemilik kartu hanya perlu menyentuhkan kartunya pada tempat sensor 

kartu yang telah disediakan pada setiap gerbang tol. Hasil sensor tersebut 

akan secara otomatis langsung memotong nilai debit pada rekening bank 

e-toll, pemilik kartu tidak perlu repot mengeluarkan uang tunai dan 

menunggu kembalian pembayaran.  

Sedangkan Hi-Pass merupakan langkah yang lebih mudah, 

pengguna jalan tol tidak perlu repot berhenti untuk membuka jendela atau 

men-tabkan kartunya. Karena sistem ini menggunakan alat detektor yang 

sebelumnya telah dipasang pada kendaraan, detektor ini akan langsung 

menunjukkan golongan kendaraan anda kemudian camera akan merekam 

nomor kendaraan yang melewatinya.  

Upaya ini merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam suatu 

wujud pengenalan teknologi kepada masyarakat luas. Kebijakan tersebut 

diharapkan agar dapat menjadi solusi awal untuk menyelesaikan 

persoalan kemacetan yang sering terjadi di pintu jalan tol serta 

menghindari kecurangan kasir dalam pelayanan publik dengan transaksi 

tunai seperti jalan tol. 

Penggunaan e-toll ini akan diberlakukan secara keseluruhan di 

seluruh ruas jalan tol di Indonesia dimulai pada Oktober 2017, sejak 
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dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakrat No. 16/PUPR/M/2017 Tentang Jalan Tol untuk mengurangi 

kemacetan saat antrean dan langkah selanjutnya dalam modernisasi 

(mempermudah dan mempercepat) pembayaran. 

C. Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), 

atau consument/konsument (Belanda).
22

 Pengertian tersebut secara harfiah 

diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu 

atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang 

menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”
23

 

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian 

konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan”. 

2. Pengertian Perlindungan Konsumen 

                                                           
22

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 22 
23

Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan 

Pemikiran,(Bandung: Nusa Media, 2008), 7 
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Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen 

adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-

kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang 

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
24

 

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia 

memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan 

adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak 

konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang 

hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 

1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang 

diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku 

usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak 

konsumen.
25

 

                                                           
24

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, (Jakarta:Gramedia 

Widiasarana Indonesia,2006), 11 
25

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4 
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Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan 

martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong 

pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh 

rasa tanggung jawab.
26

 

Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-

sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :
27

 

a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha  

b. Konsumen mempunyai hak  

c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban  

d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada 

pembangunan nasional  

e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat  

f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa  

g. Pemerintah perlu berperan aktif  

h. Masyarakat juga perlu berperan serta  

i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai 

bidang  

j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap 

 

                                                           
26

Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan, 18 
27

 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen, 5 
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3. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :
28

 

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 

Konsumen berhak mendapatkan keamanan, barang dan jasa yang 

ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh 

membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan 

baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa 

yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat 

tinggi.
29

 

b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right tobe informed) 

Setiap produk harus diperkenalkan kepada konsumen serta disertai 

informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai 

media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang) agar 

setiap orang mengetahui keadaan produk tersebut. 

c. Hak untuk memilih (the right to choose) 

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam 

mengkonsumsi suatu produk. Konsumen juga tidak boleh mendapat 

tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai 

kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.
30

 

 

                                                           
28

Shidarta, Hukum Perlindungan, 11 
29

Shidarta, Hukum Perlindungan, 23 
30

Shidarta, Hukum Perlindungan, 27 
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d. Hak untuk didengar (the right to be heard) 

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. 

Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang 

berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.
31

 

Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 5 

UUPK, yaitu : 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan;  

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ 

atau jasa;  

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

4. Asas-asas dan Tujuan perlindungan Konsumen 

Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam 

Pasal 2 UUPK sebagai berikut :
32

 

a. Asas Manfaat  

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

                                                           
31

Shidarta, Hukum Perlindungan, 26 
32

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen, 17 



34 
 

 

sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara bersamaan.  

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum 

perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah 

satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan 

perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan 

konsumen apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi sejajar. 

b. Asas Keadilan  

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat 

dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan 

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa 

melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, 

pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak 

dan melaksanakan kewajibannya. 

c. Asas Keseimbangan  

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau 

spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen 

dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  
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Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan 

dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, 

dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh 

konsumen. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian 

hukum. 

Sementara mengenai tujuan perlindungan konsumen diatur pada 

Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yang menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen 

sebagai berikut :  

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri.  

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/jasa.  

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.  

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 
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5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha.  

6) Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen. 

D. Tinjauan Umum Teori Maslahah 

1. Pengertian Teori Maslahah 

Pada kajian teori hukum Islam (ushul al-fiqh), maslahah 

diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip 

(principle, al-asl, alqâ„idah, al-mabda‟), sumber atau dalil hukum 

(source, masdar, dalîl), doktrin (doctrine, al-dâbit), konsep (concept, al-

fikrah), metode (method, altarîqah), dan teori (theory, al-nazariyyah) 

Secara etimologis, Maslahah berarti kemanfaatan, kebaikan, 

kepentingan. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan 

maslahat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan 

guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, 

kepentingan yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa 

kemanfaatan dan menolak kerusakan.
33

 Kata al maslahah dilawankan 
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Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (analisis kitab dlawabith al-

Maslahah fi al-Syari‟ah al-Islamiyyah)”, Jurnal dejure Syari‟ah dan Hukum, 5, (Juni 2013), 90. 
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dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.
34

 Sehingga berarti 

mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.  

Sedangkan secara terminologis, maslahah telah diberi muatan 

makna oleh beberapa ulama usûl al-fiqh yakni diantaranya Al-Ghazali 

misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari maslahah adalah 

menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari 

kemudaratan (jalb manfa„ah atau daf„ madarrah). 

Menurut al-Ghazali, yang dimaksud maslahah, dalam arti 

terminologis syar‟i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara‟ 

yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta 

kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat 

menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi 

sebagai maslahah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan 

merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah 

dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai 

maslahah.
35

 

Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan 

moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari 
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Isma„il ibn Hammad al-Jauhari, al-Sihah Taj al-Lugah wa Sihah al-„Arabiyyah, (Beirut: Dar al-„Ilm 

li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, 383-384 
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cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan 

syariah yang bervisi dan bermisi mulia. Syariah Islam senantiasa 

memperhatikan realisasi maslahah bagi segenap hamba-Nya. Karena 

itulah, konsep maslahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan 

yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah 

atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash Syara‟.
36

 

Al-Buthi mengatakan bahwa maslahah dapat dijadikan sebagai 

sumber hukum jika memenuhi lima kriteria atau memenuhi beberapa 

syarat yang diistilahkan dengan Dlawabith al-Maslahah berikut kelima 

syarat-syarat tersebut:
37

 

a Termasuk ke dalam cakupan al-Maqasid al-Syar‟iyyah yang lima, 

yaitu setiap maslahah yang termasuk kedalam maqasid syar‟iyyah 

(yang lima) yang tidak terdapat dalil tentangnya, baik macamnya, 

jenisnya yang persis atau mendekatinya, juga tidak ada dalil yang 

mengaharuskan atau  membatalknya. 

b Tidak bertentangan dengan al-Qur‟an 

c Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.  

d Tidak bertentangan dengan al-Qiyas. 

e Tidak bertentangan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih 

kuat/dan lebih penting. 
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2. Macam Macam Maslahah 

Menurut Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi 

pembagian maslahah ditinjau dari segi eksistensinya sebagai berikut:
38

 

a. Maslahah Mu‟tabarah: 

Masalahah yang secara tegas diakui syari‟at dan telah 

ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. 

Seperti dikatakan Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh bahwa, 

maslahah mu‟tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari‟ dan 

terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Jika 

syari‟ menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan 

menyebutkan nilai maslahah yang dikandungnya. Maka hal tersebut 

disebut dengan maslahah mu‟tabarah yang termasuk kedalam 

maslahah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan 

oleh nash memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta 

benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahah yang 

dikategorikan kepada maslahah mu‟tabarah wajib ditegakkan dalam 

kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan 

kepentingan pokok yang wajib ditegakan. 

b. Maslahah Mulgah  

Maslahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan 

bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya, 

                                                           
38

 AT Putra, Pembahasan Tentang Maslahah, Skripsi UIN Surabaya, (Surabaya: 2014) 23 



40 
 

 

pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembagian 

harta pustaka. 

c. Maslahah Mursalah 

Maslahah Mursalah adalah "maslahah yang tidak disyariatkan 

hukum oleh syariat untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara` 

menganggapnya dan mengabaikannya".  

Objek maslahah mursalah selain yang berlandaskan pada 

hukum syara‟ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan 

hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain (dalam hal ini 

adalah bidang muamalah). Objek tersebut merupakan pilihan utama 

untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak 

termasuk dalam lapangan tersebut.  

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa al-maslahah al-mursalah 

itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat nash baik dalam 

al-Qur‟an maupun sunnah Rasul yang menjelaskan hukum-hukum 

yang ada penguatnya melalui suatu i‟tibar. Juga difokuskan pada hal-
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hal yang tidak didapatkan adanya ijma‟ atau qiyas yang berhubungan 

dengan kejadian tersebut.
39

 

Maka dapat dipahami bahwa objek kajian maslahah mursalah 

adalah pada bidang muamalah dan adat istiadat yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia lainnya yang tidak terdapat 

ketetapan dalilnya dalam nash. Sedangkan pada bidang ibadah yang 

mengatur hubungan manusia dengan Allah, kajian maslahah mursalah 

tidak dapat diberlakukan.  

Kemudian mengenai pembagian maslahah dari segi 

tingkatannya adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup 

manusia, menurut Mustafa al-Khind maslahah dilihat dari segi 

martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam
40

: 

1) Al-Maslahah al-Daruriyah,  

 (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti 

memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hal asasi 

manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia 

luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya 

tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyeburkan bahwa 

maslahah daruriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin 
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kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncullah 

fitnah dan bencana yang besar. Maslahah daruriyah merupakan 

kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat 

manusia di dunia dan akhirat.  

2) Al-Maslahah al-Hijjiyah,  

“Maslahah Hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan 

yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada 

maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi 

juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan 

menghilangkan kesempitan”. 

(kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-

maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan 

manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang 

jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesempitan dan 

kesukaran baginya. Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu 

yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan 

kesulitan dan menolak segala halangan artinya, ketiadaan ancam 

eksis hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan 
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kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan 

kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama aspek hajiyat adalah untuk 

menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan 

memudahkan urusan mereka maksudnya, Islam menetapkan 

sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mua‟malat dan uqubat 

(pidana). 

 Al-Maslahah al-Tahsiniyah, 

“ Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak 

dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan 

dicakup oleh bagian mahasinul akhlak”. 

(kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi 

maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, 

sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap 

atau hiasan hidupnya.
41

 Sifatnya pelengkap berupa keluasan yang 

dapat melengkapi kemaslahatan. Misalnya, dianjurkn memakan 

makanan yang bergizi dan lain-lain. Maslahah ini sering pula 
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disebut sebagai maslahah takmiliyah, yaitu maslahah jenis ini 

sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti 

serta keindahan saja. Maslahat yang dikategorikan kepada 

maslahah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk kebaikan dan 

kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh 

manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan 

kehidupan mereka. Tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. 

Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan 

bisa saja terjadi benturan di antara ketiga bentuk maslahah yang 

disebutkan diatas. Akan tetapi jika terjadi benturan maka 

daruriyah lah yang didahulukan begitu halnya seterusnya.  

3. Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad 

al-maslahah al-mursalah itu lebih  difokuskan terhadap lapangan 

yang tidak terdapat nash baik dalam al-Qur‟an maupun sunnah Rasul 

yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu 

i‟tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma‟ 

atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.
42

 

Syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan 

menggunkan mashlahah mursalah, diantaranya: 

a. mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan bersifat 

umum, dalam arti dapat diterima oleh akal. yaitu yang benar-benar 
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akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan 

berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya 

kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang 

ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan 

bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan 

lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan 

dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk 

menjatuhkan  talak berada di tangan suami. 

b. sejalan dengan maksud dan tujuan syara‟ dalam menetapkan setiap 

hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. 

c. tidak berbenturan dengan dalil syara‟ yang telah ada, baik dalam 

bentuk nash al-Qur‟an dan sunnah, maupun ijma‟ ulama terdahulu.
43
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan E-toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017  

1. Pengaturan E-toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif 

Undang-Undang Mata Uang  

Pada bidang ekonomi, kemajuan teknologi memang akan sangat 

mempermudah perdagangan jarak jauh, karena sistem pembayaran dapat 

dilakukan secara elektronik tanpa memakan waktu banyak.  
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Lahirnya kemajuan di bidang tekhnologi informasi ini dapat 

dimanfaatkan untuk mengatur kecepatan arus transaksi pembayaran di jalan 

tol. Teknologi tersebut juga mempunyai sistem yang mampu merekam, 

menghitung, serta mendeteksi berapa jumlah kendaraan yang melewati jalan 

tol tanpa harus membayar jalan tol menggunakan transaksi secara manual.  

Namun, hadirnya e-toll juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan 

dan diskriminasi bagi konsumen. Dimana uang kertas semestinya masihlah 

menjadi alat mata uang yang sah sejauh ini, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

dan (2) bahwa Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

Rupiah dan Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah Logam. 

Sehingga tidak boleh ada penolakan mengenai rupiah, apabila hal ini 

melanggar undang-undang mata uang, maka baru patut untuk diduga sebagai 

tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU No. 7 

Tahun 2011 Tentang Mata Uang
44

 bahwa setiap orang dilarang untuk 

menerima Rupiah. 

Karena apabila konsumen tidak diberi pilihan untuk melakukan 

pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan uang logam, maka artinya 

terdapat penolakan terhadap uang Rupiah. Pasalnya, uang Rupiah yang 

dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang 

adalah uang kertas dan uang logam. Dalam ketentuan tersebut diatur secara 
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tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang 

penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggarannya 

diancam pidana paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp200.000.000. Kebijakan BI tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi 

konsumen berupa: 

1. Konsumen sudah dipaksa untuk tidak bayar tunai. 

2. Uang elektronik mengendap di bank. 

3. Uang elektronik tidak memperoleh bunga. 

4. Uang elektronik tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. 

5. Jika kartu hilang, uang yang tersisa pada kartu akan hilang. 

6. Konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan disentif dalam 

pelaksanaan program cashless society. 

Pengoperasian pembayaran tarif tol dengan menggunakan kartu e-toll 

atau non tunai merupakan salah satu instrumen pemerintah yang hadir dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol. Apabila 

kita melihat lebih seksama, Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) bahwa 

Uang Elektronik (Electronic Money) merupakan alat pembayaran yang 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  

a Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit;  
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b Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau 

chip;  

c Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan  

d Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan. 

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, uang elektronik 

memiliki unsur nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu 

media seperti halnya server atau chip. Sehingga, uang elektonik tidak dapat 

dikatakan melanggar Undang-Undang Mata Uang karena transaksi yang 

dilakukan tetap dengan menggunakan mata uang rupiah, hanya saja dalam 

bentuk yang berbeda yakni bentuk uang elektronik. 

Bahkan anggota Mahkamah Konstitusi Suhartoyo juga 

menyatakan, bahwa  ketentuan pemberlakuan uang elektronik dalam bentuk 

e-toll  tersebut tidak diskriminatif karena uang elektronik mempunyai 

kesamaan fungsi dengan uang kertas atau logam sebagai media untuk 

menyimpan nilai uang rupiah dengan jumlah tertentu. Terlebih pada 

kebijakan tersebut konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol, 

melainkan konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah konsumen 
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akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak.
45

 Karena apabila para konsumen 

tidak menginginkan transaksi e-toll, maka para konsumen dapat 

menggunakan jalan umum yang tidak perlu menggunakan e-toll pada 

perjalanannya. 

Electronic money termasuk kedalam golongan alat pembayaran non 

tunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), 

misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran 

paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai 

kartu (card-based) (Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit, Kartu 

Debit, dan Kartu Prabayar)
46

.  

Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik 

uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-

inovasi baru dalam pembayaran elektronik (electronic payment). 

Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan jaringan komunikasi
47

 

Transaksi non tunai merupakan sebuah perwujudan dari sistem Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang pada umumnya dilayani 

oleh sistem perbankan. Perbankan memang secara tidak langsung 

menciptakan sebuah terobosan baru di bidang teknologi pada sistem 
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pembayaran. Indonesia menyambut baik akan kehadiran sistem pembayaran 

baru tersebut yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat memberikan 

kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya 

fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.  

Alat pembayaran berupa uang elektronik ini dikeluarkan oleh otoritas 

negara melalui suatu lembaga penyedia dimana alat transaksi berupa uang 

rupiahnya disimpan dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan 

 seperti server atau chip. Alat pembayaran elektronik ini sah dan 

diakui oleh negara, sehingga dalam melakukan transaksi pembayaran di 

Indonesia juga tidak dapat ditolak. Tujuan awal penggunaan e-money adalah 

untuk mencapai kepraktisan, karena transaksi yg begitu cepat, selain itu 

karena para konsumen sudah tidak perlu membawa uang tunai apabila ingin 

membeli sesuatu. Namun perlu diketahi apabila pada dasarnya e-money tidak 

bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total. 

Sistem transaksi elektronik merupakan sistem komputer yang 

mencakup perangkat keras dan lunak dari komputer, termasuk mencakup 

jaringan telekomunikasi atau sistem komunikasi elektronik. Keberadaan 

sistem informasi ini merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis 

jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi untuk 

merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau 

menyebarluaskan informasi elektronik. Kegiatan transaksi melalui media 



52 
 

 
 

sistem elektronik merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata 

meskipun alat buktinya bersifat lektronik.
48

 

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik
49

 diatur mengenai asas dan tujuan 

sebagai alat untuk menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik yang baik yaitu : 

1. Asas Kepastian Hukum, yang merupakan landasan hukum dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk 

segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan 

pengakuan hukum. 

2. Asas Manfaat, merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan 

transaksi. 

3. Asas Kehati-hatian, merupakan landasan untuk memperhatikan segenap 

potensi yang dapat mendatangkan kerugian dalam pemanfaatan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik. 

4. Asas Itikad Baik, bahwa para pihak dalam melakukan transaksi 

elektronik tidak dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain baik 

secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 
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5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi, berarti 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus 

pada pemanfaatan teknologi tertentu sehingga diharapkan mampu 

mengikuti perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Sehingga 

diupayakan untuk mendukung proses berinformasi. 

Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa asas 

yang menjadi dasar atau acuan pada sistem transaksi elektronik tersebut. 

Khususnya asas I‟tikad  baik, diterapkannya transaksi elektronik berupa e-

toll di jalan tol secara serentak dan menyeluruh mempunyai tujuan yang baik 

dan diharapkan tidak merugikan pihak manapun baik secara sengaja dan 

tanpa hak atau melawan hukum. 

Kebijakan mengenai penggunaan uang elektronik di jalan tol 

mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di 

Jalan Tol di mana penggunaan uang elektronik merupakan salah satu bentuk 

teknologi dalam Transaksi Tol Non Tunai di jalan tol. Penerapan Transaksi 

Tol Non Tunai telah sepenuhnya berlaku di seluruh ruas jalan tol per 31 

Oktober 2017. 
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2. Pengaturan E-toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif  

Perlindungan Konsumen 

Pada proses untuk menegakkan dan menerapkan suatu hukum, 

hukum di Indonesia khususnya memang seringkali menghadapi berbagai 

problemtika, hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang 

memang dirasa lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan aturan 

perundang-undangan itu sendiri, sehingga perkembangan yang terdapat 

dalam masyarakat dijadikan titik tolak dari keberadaan suatu peraturan.  

Pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan 

konsumen terhadap diterapkannya e-toll atau transaksi non tunai 100% di 

jalan tol misalnya, bahwa suatu hukum harus dapat merespon perubahan 

yang terjadi, artinya aturan tersebut harus dapat mengakomodir 

permasalahan yang sewaktu-waktu dapat timbul dari adanya perkembangan 

zaman melalui berbagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan 

khususnya dalam hal perlindungan konsumen. 

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat lebih 

mengakomodir kepentingan pemegang kartu e-money selaku konsumen. 

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

pada pasal 1 angka 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
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Pembayaran menggunakan uang elektronik atau e-money juga tidak 

bisa dipisahkan dengan pengawasan Bank Indonesia (BI), sebagai bagian 

integral dari sistem pembayaran nasional. Sistem Pembayaran Nasional 

(SPN) merupakan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BI, berisi 

seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk 

melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari 

suatu kegiatan ekonomi.
50

 

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia, bahwa bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga 

sistem pembayaran, berwenang untuk menetapkan penggunaan alat 

pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini mempunyai tujuan 

agar alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat memenuhi 

persyaratan keamanan dan kenyamanan bagi penggunannya. 

Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, otoritas 

kewenangan pengawasan Bank Indonesia meliputi 4 (empat) kewenangan 

yaitu:
51

 

1) Kewenangan memberikan izin (power to license)  

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan pendirian 

sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu 
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bank untuk menghindari terjadinya pendirian bank yang tidak didukung 

dengan modal yang cukup dan kurang dipersiapkan dengan baik 

sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat. 

2) Kewenangan untuk mengatur (power to regulate)  

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek 

kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang 

sehat. 

3) Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (power of control) 

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (power to impose sanction) 

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank tidak 

memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan sesuai ketentuan, 

dengan maksud agar bank dapat melakukan perbaikan atas kelemahan 

atau penyimpangan yang dilakukannya. 

4) Kebijakan non tunai memang memiliki dampak yang besar untuk 

terciptanya kebijakan cashless yang mampu mengurangi beban biaya 

penciptaan uang, efisiensi dalam waktu pembayaran karena tidak 

diperlukan lagi uang kembali serta pelaporan keuangan akan lebih 

mudah dilakukan dengan asumsi sistem yang digunakan dapat dikatakan 

layak serta peraturan yang jelas. 

Sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai pengawas dan 

pengatur penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan uang 

elektronik (e-money) maka dibentuklah peraturan secara khusus tersendiri 
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dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yaitu dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic 

Money) termasuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 

2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) 

Penerapan e-toll secara total 100%  memang masih memunculkan 

perdebatan di kalangan masyarakat, beberapa masyarakat atau bahkan 

pengurus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  merasa 

bahwa penerapan e-toll 100% ini melanggar Undang-Undang perlindungan 

konsumen, diantaranya adalah
52

 Pertama, hak untuk memilih dan 

kenyamanan.  

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 telah 

dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah :  

a Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan;  

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;  

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Apabila melihat pasal di atas, pihak konsumen atau lebih khususnya 

konsumen pengguna jalan tol memiliki hak untuk memilih suatu produk  

atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 

dimana konsumen berhak menentukan pilihannya tanpa adanya suatu 

tekanan dari pihak manapun, sehingga para konsumen tidak lagi bebas dalam 

memilih untuk menggunakan jasa atau produk tersebut atau tidak serta 

seandainya konsumen tersebut bersedia menggunakan produk tersebut maka 

konsumen juga dapat menentukan produk mana yang akan dibeli. 

Namun sejak diterapkannya e-toll secara penuh, para konsumen 

merasa tidak mempunyai pilihan lagi dalam bertransaksi karena mereka 
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menggap jika mereka para konsumen diharuskan untuk menggunakan e-

money atau menggunakan sistem pembayaran non tunai. 

Apabila Konsumen dapat melihat lebih jauh, pada faktanya para 

konsumen pengguna jalan juga tetap diberi kesempatan dengan tidak harus 

menggunakan jalan tol, tetapi bisa menggunakan jalan umum biasa yang 

tidak memerlukan uang elektronik untuk transaksinya. 

Konsumen tetap dapat memilih produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh pelaku usaha, apabila konsumen tidak ingin memakai jasa atau produk 

pelaku usaha berupa e-toll, maka konsumen tidak dipaksa untuk 

menggunakan jalur e-toll karena masih ada jalur umum lainnya. Jasa atau 

produk yang dimaksud disini diartikan sebagai setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh para konsumen.
53

  

Tujuan awal penggunaan e-money dalam bentuk e-toll ini adalah 

untuk sebuah kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, 

selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. 

Namun pada dasarnya e-money ataupun e-toll ini tidaklah bertujuan untuk 

mengganti fungsi uang tunai secara total. 

Kedua, Untuk efisiensi penggunaan e-toll ini masih dirasa mengalami 

kesulitan, contonya dalam hal seperti isi ulang e-money, dimana isi ulang 

harus dilakukan pada ATM, minimarket ataupun halte transjakarta 
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sedangkan apabila konsumen kehabisan saldo tidak dapat langsung mengisi 

kartunya tersebut yang justru akan membutuhkan waktu yang lama dengan 

meminjam kartu dimobil antrian belakang atau menggunakan e-money 

petugas. 

Hal ini memang patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah 

maupun pelaku usaha sesuai dengan Asas keseimbangan dalam perlindungan 

konsumen kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus 

diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka dari 

itu Permasalahan ini sejatinya hanyalah berupa permasalahan teknis saja 

yang dikhawatirkan oleh konsumen pengguna jalan tol apabila terjadi 

keadaan memaksa, kedaruratan, kealpaan hingga terjadi sesuatu keadaan 

yang menyebabkan kerusakan. 

Pemerintah beserta pelaku usaha diharapkan memang mampu untuk 

mengatasi hal semacam ini, seperti dengan cara menyediakan gardu yang 

menyediakan layanan isi ulang, dan pengaduan permasalahan, serta tetap 

menyediakan petugas yang berjaga di setiap gardu untuk mengantisipasi 

terjadinya kerusakan. 

Adanya E-toll ini merupakan sebuah kebijakan bersama dan dirasa 

tidak melanggar UU perlindungan konsumen, karena jika menggunakan e-

money pembayaran dengan total nominal sekian akan dibayar nominal 

sekian pula, tidak seperti menggunakan uang cash yang kembaliannya sering 

dibayar menggunakan permen.  
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Penggunaan uang elektrik pada transportasi ini sebenarnya telah 

digunakan oleh beberapa model transportasi umum lainnya yaitu KAI 

Commuter Indonesia dan Trans Jakarta. Kereta api listrik mulai 

memberlakukan e-tickeing pada tanggal 1 Juli 2013 yang dibagi menjadi dua 

macam yaitu Kartu Multi trip (KMT) dan Tiket Harian Berjamin (THB). 

Pada tahun yang sama, penerapan e-ticketing dilakukan juga oleh Trans 

Jakarta dengan menggunakan kartu prabayar yang dilakukan oleh bank. Pada 

beberapa tahun ini, pemberlakuan dari sistem pembayaran melakukan 

perbaikan pelayanan untuk kedua moda transportasi itu.
54

 

B. Pengaturan E-toll Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat No. 16/PUPR/M/2017 Perspektif  Maslahah 

Hadirnya berbagai produk maupun inovasi baru di bidang ekonomi 

syariah, memerlukan landasan hukum islam agar tetap sejalan dengan prinsip-

prinsip syari‟ah. Maslahah merupakan salah satu dari sekian banyak metode 

yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum. 

Maslahah berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta 

menolak kerusakan. 

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa maslahah mursalah itu 

difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat nash baik dalam al-Qur‟an 

maupun sunnah Rasul yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya 
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melalui suatu i‟tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan 

adanya ijma‟ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.
55

 

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini memunculkan alat pembayaran baru 

berupa uang elektronik atau disebut juga e-money. Dimana wujudnya sudah 

tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam 

memori kartu atau card yang pastinya dapat dibawa kemana saja.  

 “Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan 

diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media 

tersebut.”
56

 

Dari pengertian diatas telah jelas bahwa uang menjadi media pertukaran 

atau pembayaran yang diterima secara umum dalam media apapun. Terdapat 

beberapa hal yang menjadi acuan, bahwasanya e-money atau uang elektronik 

tidak melanggar maqashid syariah. Pertama, pada dasarnya kemanan dalam 

uang elektronik terjamin, karena uang elektronik dilindungi dengan sistem 

keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik Registered dilindungi 

dengan sistem keamanan berupa PIN atau fingerprint yang dapat menjaga nilai 

uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, 

kehilangan, dan bentuk kejahatan lainya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang 
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elektronik Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau 

fingerprint.57  

Kedua, dari segi kehalalan, Pada dasarnya, dalam kajian fiqih 

muamalah, seluruh transaksi dalam muamalah diperbolehkan, selama tidak ada 

dalil yang mengharamkannya. Begitupula dengan e-toll. Hal ini terbukti juga 

dari terhindarnya uang elektreonik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh 

syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada 

dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang ribawi, yaitu 

tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik.  

Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, 

jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk riba 

al-fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang 

ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis.  

Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat 

pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Aturan 

ini menjadi sejalan dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 13 ayat 1 

yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai 

uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan 
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kepada Penerbit”. Peraturan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

uang elektronik terhindar dari riba al-fadl.  

Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang 

elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada riba 

al-nasiah. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang melakukan redeem 

nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit 

harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya 

penangguhan pembayaran.
58

 

Namun terkadang e-toll masih terkesan riba apabila pihak e-toll 

memberlakukan system diskon. Oleh karena itu sebaiknya tidak ada diskon atau 

potongan harga pada pelanggan e-toll demi menghindari riba tersebut. 

Ketiga, Uang elektronik juga terhindar dari Maysir karena 

penyelenggaraannya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang 

dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan 

transaksi yang mengandung Maysir, terhindar dari penipuan seperti uang palsu 

serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara 

penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi 

penggelolaan dana float membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik 

telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan.  
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Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syara‟, kehalalan uang 

elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang 

elektronik dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan 

prosedur yang telah sesuai hukum Islam yakni dilakukan dengan langsung dan 

tidak mengandung riba seperti pernyataan sebelumya.
59

 

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dan 

Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah telah dijelaskan bahwa 

kemaslahatan (Maslahah) harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan Syari‟ah 

(Halal), bermanfaat dan memberikan manfaat (thoyib), dan tidak menimbulkan 

kemadharatan.  

Maslahah Mursalah adalah "maslahah yang tidak disyariatkan hukum 

oleh syariat untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara` menganggapnya 

dan mengabaikannya".  

Adapun kemaslahatan uang elektronik ini dapat dilihat dari keunggulan 

dalam uang elektronik (E-Money) sendiri, yakni  
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a. Transaksi akan lebih cepat  

Dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih 

cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus menginput pin  dan 

tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara off-line.
60

 

b. Transaksi dapat lebih mudah 

Transaksi dengan menggunakan uang elektronik akan lebih mudah dari 

pada transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain. Karena layanan 

integrasi agen, kartu, aplikasi dan website dapat diakses dengan layanan 

online sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos. 

c. Efesiensi 

Transaksi dengan menggunakan uang elektronik akan terasa lebih cepat 

dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah 

untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu 

menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan pemegang tidak 

perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu, dengan 

menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari 

suatu transaksi tidak akan terjadi.
61

  

Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik 

dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemadharatan yang terjadi 

akibat penggunaan uang tunai.  

                                                           
60

 Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y, Operasional e-money, 

(Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 5 
61

 Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y, Operasional e-money, 5 



67 
 

 
 

 Berdasarkan atas pernyataan di atas, terbukti bahwa uang elektronik 

mendatangkan sebuah kemaslahatan dengan waktu transaksi lebih cepat 

sehingga kemadharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi di jalan 

tol atau di tempat perbelanjaan dapat dihindari, serta lebih mudah, tidak perlu 

repot-repot untuk menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang 

receh dalam transaksi jual beli. 

Terdapat beberapa macam uang elektronik yang banyak diperdebatkan 

di kalangan masyarakat, salah satunya adalah e-toll. Masalah tentang 

penerapan e-toll yang ada pada saat ini, sangat membutuhkan sebuah 

perhatian khusus oleh beberapa kalangan. Dengan melakukan  penelitian 

tersebut peneliti melihat bahwasanya penerapan e-toll masuk ke dalam 

maslahah dalam segi tingkatanya yaitu al-Maslahah al-Tahsiniyah, 

(kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak 

akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu 

dibutuhkan, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.
62

 

Demi menjaga kemurnian dari metode maslahah yang menjadi landasan 

bagi hukum Islam, maka harus terpenuhi dua dimensi penting, yaitu sisi 

pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash 

(alQur‟an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua 
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harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang 

sesuai zamannya. 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maslahah mursalah dapat dijadikan 

sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya 

adalah:
63

 

a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah 

yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-

hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik 

manfa‟at dan menolak kerusakan. Hadirnya e-toll merupakan sebuah 

terobosan baru untuk dapat memberikan keefektifan dan efisiensi 

dari transaksi yang berada di jalan tol, sehingga para konsumen tidak 

perlu mebuang waktunya karena kemacetan yang disebabkan antrian 

pada gerbang tol. Oleh karena itu untuk menolak atau menghindari 

kerusakan berupa kemacetan parah yang terjadi pada gerbang tol 

akibat mekanisme yang terlalu lama, maka ditariklah manfaat 

dengan hadirnya e-toll 

b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan 

perorangan, tetapi untuk orang banyak. Kemanfaatan akan hadirnya 

e-toll memang bukan hanya untuk kepentingan segelintir pemerintah 
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atau pengusaha saja, namun seluruh masyarakat Indonesia 

khususnya pengguna jalan tol agar lebih mudah dan efisien. 

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash 

(alQur‟an dan al-Hadits) serta ijma‟ ulama. Dalam Al-Qur‟an 

maupun hadits tidak ada penjelasan yang membahas mengenai e-toll 

maupun jalan tol, sehingga yang digunakan sebagai ijtihad adalah 

maslahah mursalah, dan dikarenakan e-toll berupa maslahah yang 

haqiqi karena demi menghindari kerusakan, maka permasalahan ini 

telah memenuhi dalam 3 syarat yang ditentukan untu dijadikan 

metode ijtihad. 

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah 

dalam hal ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat 

diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai 

tersebut di atas. 

Pelaksanaan e-toll di jalan tol ini merupakan suatu solusi baru yang 

diberikan pemerintah, dimana dengan cara ini pemerintah mengharapkan 

datangnya beberapa keuntungan diantaranya adalah menghindari kemacetan 

yang kerap menjadi permasalahan masyarakat, transaksipun akan lebih cepat, 

karena tinggal menempelkan kartu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan perspektif Undang- Undang Mata uang dan Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen, bahwa:  

a. Uang elektonik tidak dapat dikatakan melanggar Undang-Uundang 

Mata Uang, karena transaksi yang dilakukan tetap dengan 

menggunakan mata uang rupiah, namun dalam bentuk yang berbeda 

yakni bentuk uang elektronik.  

b. Para konsumen pengguna jalan juga tetap mendapatkan hak untuk 

memilih, apabila konsumen tidak ingin menggunakan e-toll, maka 

konsumen tidak dipaksa untuk menggunakan jalur e-toll karena masih 

terdapat jalur umum lainnya yang transaksinya tidak memakai uang 

elektronik.  

2. Pelaksanaan e-toll di jalan tol masuk ke dalam kategori maslahah al-

Tahsiniyah dikarenakan dapat mempermudah dan mempercepat dalam 

bertransaksi di jalan tol, keamanan terjamin serta terhindar dari Maysir. 
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B. Saran 

1. Berdasarkan perspektif Undang- Undang Mata uang dan Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen :  

a. Sepatutnya pemerintah beserta pelaku usaha mampu untuk mengatasi 

permasalahan teknis mengenai e-toll yang masih ada dengan cara 

menyediakan gardu untuk layanan isi ulang, pengaduan permasalahan, 

dan tetap menyediakan petugas yang berjaga untuk mengantisipasi 

terjadinya kerusakan.  

b. Serta sepatutnya paemerntah membentuk pengaturan yang lebih jelas 

mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu dan selayaknya 

terdapat pengawasan.  

2. Sebaiknya pemerintah dan pelaku usaha tidak memberlakukan system 

diskon atau potongan harga pada pelanggan e-toll demi menghindari riba. 
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